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KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan
Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup

Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Menetapkan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
460);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN
ANGGARAN 2021.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah
daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.

Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri yang
selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan
Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri
yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen
perencanaan dan = penganggaran di  lingkungan
Kementerian Dalam Negeri yang berisi program dan
kegiatan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan
penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana
strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga
serta telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan
berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan serta

dokumen.
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10.

11.

12.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan  Pewakilan Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Gubernur adalah gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat.

Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi yang
selanjutnya disebut KPA Dekonsentrasi adalah kepala
Perangkat Daerah provinsi atau pejabat dengan
eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala Perangkat
Daerah provinsi yang melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan
anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi
Kementerian Dalam Negeri.

Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang
selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah
kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota atau pejabat
dengan eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan
pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Tugas
Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.

Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi yang
selanjutnya disebut PPK Dekonsentrasi adalah pejabat
struktural pada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan
Dekonsentrasi yang diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Pembantuan yang
selanjutnya disebut PPK Tugas Pembantuan adalah
pejabat struktural pada Perangkat Daerah pelaksana
kegiatan Tugas Pembantuan yang diberi kewenangan
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja
Negara.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut PPSPM
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14.

15.

16.

17.
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Dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup
Perangkat Daerah yang sama dengan KPA Dekonsentrasi,
yang diberikan kewenangan oleh KPA Dekonsentrasi
untuk  melakukan  pengujian  atas permintaan
pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Tugas
Pembantuan yang selanjutnya disebut PPSPM Tugas
Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup
Perangkat Daerah yang sama dengan Tugas Pembantuan,
yang diberikan kewenangan oleh KPA Tugas Pembantuan
untuk  melakukan  pengujian  atas permintaan
pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi adalah pegawai
negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah provinsi
yang sama dengan KPA Dekonsentrasi dan telah
mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk
keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan
DIPA Dekonsentrasi.

Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan adalah
pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang sama dengan KPA Tugas
Pembantuan dan telah mempunyai sertifikat bendahara,
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan wuang atau barang untuk
keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan
DIPA Tugas Pembantuan.

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan
visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau wunit
kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa
kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja
yang terukur.

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang

rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker



